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ABSTRAK

Dito Mulda Saferi. (20043035/2020). Pengaruh Budget Transparency dan Fiscal
Autonomy terhadap Financial Sustainability Pemerintah Daerah (Studi

Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022).

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si

Tujuan dari peneltian mi adalah untuk menganalisis pengaruh budget
transparency dan fiscal autonomy terhadap financial sustainability pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2020-2022. Data dalam penelitian ini bersumber
dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari website resmi
pemerintah daerah dan website e-ppid BPK RI dan data TPAD yang dilhat pada
website resmi pemerintah daerah. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode
purposive sampling yang dihitung dengan rumus slovin. Pengujian hipotesis pada
perelitian  mi  menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa budget transparency tidak berpengaruh terhadap financial
sustainability dan fiscal autonomy berpengaruh positif terhadap financial
sustainability.

Kata Kunci : Budget Transparency, Fiscal Autonomy, Financial Sustainability
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Krisis keuangan dunia pada tahun 2008 dan pandemi COVID-19 telah
memberikan tekanan yang besar pada pemerintah untuk melakukan pemulihan
ekonomi serta memperhatikan keseimbangan anggaran (Cuadrado-Ballesteros
& Bisogno, 2022). Krisis keuangan dapat menyebabkan biaya ekonomi yang
parah berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan output,
kebangkrutan perusahaan, ketidakstabilan sektor keuangan, dan penurunan
penyaluran kredit. Dampak negatif dari krisis global terlihat dari menciutnya
pembiayaan kegiatan investasi, melambatnya penyerapan tenaga kerja, serta
rendahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan
pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut melemahkan kapasitas pemerintah
agar dapat terus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Penurunan
keuangan publik akibat krisis tersebut dapat menyebabkan kondisi krisis
keuangan di berbagai tingkat pemerintahan (Pmna et al., 2020).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran penting
dalam melakukan pembangunan berkelanjutan melalui kebijjakan lingkungan,
sosial, dan ekonomi yang didasarkan pada keberlanjutan keuangan layanan
publik. Oleh karena itu, analisis keberlanjutan keuangan di setiap tingkat

pemerintahan  diperlukan untuk membuat kebyjakan yang tepat untuk



mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi  yang diperlukan untuk
kesejahteraan generasi yang akan datang (Subires et al., 2019).

Sejak otonomi daerah berlaku, pengelolaan daerah telah dialihkan
kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang memegang kendali
sebelumnya. Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat
mengelola urusan pemerintahanya sendiri dan kepentingan masyarakatnya
dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama sebagai daerah
otonom. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penyediaan layanan
publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tesebut harus
dicapai dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memliliki kewajiban untuk mengelola keuangan
daerah agar dapat memberikan layanan publik yang berkelanjutan kepada
masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik bergantung
pada kemampuan pemerintah untuk mencapai keberlanjutan keuangan
(financial sustainability). Keberlanjutan keuangan merupakan kemampuan
pemenuhan kewajiban pemberian layanan publik baik secara kualitas maupun
kuantitas kepada masyarakat untuk mempertahankan atau meningkatkan
kesejahteraan masyarakat untuk  saat ini dan masa yang akan datang
(Rodriguez Bolivar, 2017).

Pengelolaan keuangan merupakan hal yang krusial pada pemerintah
daerah karena memilk dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi

suatu daerah. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan meningkat jika



keuangan dikelola dengan baik. Pemerintah daerah akan terus berupaya
memperkuat kondisi keuangan dengan pemanfaatan sumber daya untuk
meningkatkan produktivitas agar dapat memberikan layanan publik yang lebih
baik kepada masyarakat pada setiap daerah (Andrews, 2015). Kondisi keuangan
daerah yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan beban pada masyarakat di
masa depan merupakan tanda dari kondisi keuangan yang baik. Kondisi
tersebut merupakan pertimbangan penting dalam menilai keberlanjutan
keuangan pemerintah untuk kelangsungan keuangan di masa depan agar dapat
terus memberikan layanan publik (Rodriguez bolivar 2014 ).

Kondisi keberlanjutan keuangan (financial sustainability) bertujuan
untuk menjaga layanan publik pada tingkat kualitas dan kuantitas yang sama
untuk generasi mendatang (Rodriguez Bolivar, 2017). Financial sustainability
menjadi tujuan jangka panjang yang harus dicapai oleh pemerintah daerah yang
dapat dicapai dengan memperoleh surplus operasional untuk membiayai utang
dalam rangka memberikan layanan publik (Slembeck et al, 2014). Surplus pada
laporan operasional dapat mengndikasikan stabiltas keuangan pada
pemerintah daerah. Surplus pada laporan operasional menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas pemerintah daerah yang
berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pemenuhan kewajiban pemberian layanan publkk kepada masyarakat.
Karena pendekatan berbasis akrual pada laporan operasional memperhitungkan

pengeluaran yang ada secara aktual, proyeksi pengeluaran atau biaya pada masa



depan, dan pemanfaatan investasi modal, pendekatan ini secara efektif
menunjukkan  kemampuan daerah untuk mempertahankan keberlanjutan
keuangan di masa depan (Rodriguez Bolivar et al., 2016).

Salah satu fenomena yang berkaitan dengan kondisi financial
sustainability yang dapat digambarkan dari surplus operasional adalah
pemerintah daerah kota Balikpapan yang mengalami surplus operasional
selama tiga tahun berturut-turut dari tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022.
Berdasarkan data LKPD Balkpapan, Pada tahun 2020 kota Balkkpapan
mengalami surplus operasional sebesar Rp 307.511.219.202,72 kemudian pada
tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami surplus operasional sebesar Rp
103.528.740.096,26 dan Rp 962.835.065.642,01. Kondisi tersebut juga diiringi
dengan kemampuan pelayanan publk yang baik. Ombudsman RI (2021)
menyatakan bahwa  kota  Balkpapan memperoleh nilai  kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 99,25 yang termasuk dalam zona
hijau dengan dengan kategori pelayanan publik tertinggi. Kemudian pada tahun
2022 nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kota Balikpapan
sebesar 87,12 yang termasuk dalam zona hjau dengan kategori B dengan
kategori pelayanan publik tinggi. Dari informasi tersebut memberikan indikasi
bahwa surplus operasional juga akan diringi dengan kemampuan pelayanan
publik yang baik.

Berdasarkan agency theory, teori i berasumsi bahwa pengelola

pemerintah daerah hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga tidak



memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan
menuntut untuk mengetahui lebih banyak informasi untuk mengawasi seberapa
baik kinerja dari pemerintah daerah dan seberapa baik kemampuan pemerintah
dalam memberikan pelayanan publik di masa depan (Rodriguez Bolivar et al.,
2016). Oleh karena itu, dengan mengatasi asimetri informasi dapat mendorong
tercapainya financial sustainability pada pemerintah daerah.

Menurut IFAC (2012) pemerintah daerah yang dapat mempertahankan
atau meningkatkan volume dan pelayanan publk merupakan pemerintah
daerah yang memiliki kemampuan financial sustainability. Pemerintah daerah
perlu mengetahui faktor penting yang memengaruhi financial sustainability
agar dapat membuat kebijakan yang tepat dalam memberikan pelayanan publik
secara berkelanjutan. Menurut Gardini & Grossi  (2018)  Financial
sustainability merupakan kondisi kebalikan dari financial distress. Financial
distress merupakan kondisi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan publk. Untuk mengetahui faktor penentu pada
financial sustainability sangat berkaitan dengan faktor apa saja yang
memengaruhi financial distress. Oleh karena itu, faktor penentu pada financial
distress juga dapat menjadi solusi untuk financial sustainability (Rodriguez
Bolivar, 2017). Faktor yang dapat memengaruhi financial sustainability yaitu
berasal dari eksternal dan mnternal Willstedt et al (2014). Faktor eksternal
terkait dengan aspek sosial demografi dan ekonomi sedangkan faktor mternal

terkait dengan faktor manajerial dan politikk (Gardini & Grossi, 2018).



Penelitian mengenai financial sustainability telah dilakukan oleh para
peneliti dan akademisi dengan menggunakan faktor yang berbeda. Slembeck et
al (2014) melakukan penelitian kualitatif tentang faktor yang berpengaruh
terhadap terciptanya kondisi financial sustainability dari aspek ekonomi dan
politik yaitu kebijakan yang berkaitan dengan transparansi , independensi dan
hukum. Brusca et al (2015) meneliti variabel yang berpengaruh terhadap
financial sustainability dengan menggunakan faktor ukuran daerah, sosial
ekonomi, politk, dan struktur keuangan. Rodriguez Bolivar et al (2016)
melakukan penelitian tentang faktor risiko dan pendukung financial
sustainability dari faktor demografi, ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian
yang dilakukan Navarro-Galera et al (2016) menguji financial sustainability
pada pemerintah daerah dari dimensi layanan, pendapatan, dan hutang.

Penelitian  tentang variabel-variabel yang terkait dengan aspek
pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah penting dilakukan agar dapat
mengetahui apakah praktik pengelolaan keuangan yang pemerintah daerah
lakukan berpengaruh terhadap kemampuan pemberian layanan berkelanjutan.
Selain itu, faktor yang bersifat internal seperti faktor manajerial daerah lebih
mudah diatur atau dikendalikan dibandingkan faktor eksternal (Willstedt et al.,
2014). Faktor manajerial merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh
terthadap financial sustainability (Gardini & Grossi, 2018). Faktor manajerial
harus dijadikan perhatian utama oleh pemerintah daerah karena terkait dengan

pengelolaan keuangan dan perumusan kebijakan yang dibuat untuk membatasi



tindakan kecurangan dan tindakan yang dilakukan agar dapat meningkatkan
budaya organisasi manajemen, tata kelola yang efektif, dan rancangan fiskal
dalam upaya mencapai financial sustainability (wardhani, 2022). Oleh karena
itu, budget transparency dan fiscal auotonomy merupakan faktor mnternal dalam
pemerintahan dari sisi faktor manajerial yang harus menjadi perhatian besar
oleh pemerintah daerah, sehingga penulis tertarik untuk menjadikan
transparansi anggaran dan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel
penentu terhadap financial sustainability pemerintah daerah.

Budget transparency menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan
dalam wupaya mencapai financial sustainability. Untuk  memastikan
keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, sangat penting untuk mengawasi
kondisi keuangan daerah dengan mengawasi sumber dana dan pembiayaan
yang digunakan (Bisogno et al., 2019). Hal tersebut dapat dilakukan pemerintah
melalui upaya transparansi anggaran (budget transparency). Menurut (Alcaraz-
Quiles et al, 2014) keterbukaan informasi kepada publik sangat erat kaitannya
dengan upaya pengelolaan pembangunan yang  keberlanjutan. Pemerintah
daerah dapat menunjukkan keterbukaan mnformasi bahwa sumber daya yang
digunakan telah digunakan secara maksimal dan sesuai kepentingan
masyarakat melalui budget transparency (Cuadrado-Ballesteros & Bisogno,
2022). Dengan Transparansi informasi publik dapat meningkatkan upaya
pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat kebijakan

berkelanjutan (Arbatli & Escolano, 2015). Menurut Bastida & Benito (2009)



semakin tinggi tingkat budget transparency akan mengurangi kondisi yang
memungkinkan pejabat daerah  menggunakan defisit fiskal untuk tujuan
kepentingan pribadi sehingga akan memperkuat kualitas pengelolaan
keuangan. Dengan peningkatan pengelolaan keuangan tersebut akan
memperkuat kondisi keuangan sehingga pemerintah daerah memanfaatkan
sumber daya secara maksimal untuk memberikan pelayanan publk secara
berkelanjutan (Andrews, 2015).

Faktor penting yang perlu diperhatkan pemerintah daerah untuk
mencapai financial sustainability dalam praktik desentralisasi yaitu fiscal
autonomy. Fiscal autonomy yang ditunjukkan dengan kemandirian keuangan
daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjalankan pemerintahan
dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan biaya sendiri
(Koromath, 2016). Kondisi keuangan daerah akan stabil jikka pemerintah dapat
memanfaatkan sumber daya dan mencari pendanaan sendiri. Kondisi tersebut
ditunjang dengan hak yang dimilki pemerintah daerah untuk memaksimalkan
segala sumber pendanaan potensial yang dapat menjadikan daerah otonom
mandiri dan berkelanjutan (Maizunati et al, 2020). Menurut Subires et al (
2019) jika pendapatan daerah yang berasal dari sumber eksternal melebihi dari
pendapatan yang didapatkan sendiri atau internal mungkin akan berisiko
menghambat financial sustainability, sehingga pemerintah daerah perlu
melakukan optimalisasi  kemandirian keuangan daerah agar dapat menjadi

variabel pendorong untuk mencapai financial sustainability. Hasil Penelitian



terbaru yang dilakukan Santis (2020) menyatakan bahwa fiscal autonomy
berpengaruh negatif terhadap financial sustainability. Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Lhutfi & Sugharti (2022) menunjukkan bahwa kemandirian
keuangan daerah berpengaruh positif terhadap financial sustainability. Dengan
adanya penemuan baru yang menunjukkan hasil yang berbeda tersebut, perlu
dilakukan kembali penelitian lebih lanjut tentang pengaruh fiscal autonomy
terthadap financial sustainability.

Penelitian tentang financial sustainability umumnya dilakukan pada
sektor perbankan dan bisnis. Pada sektor publik masih relatif sedikit yang
meneliti topik financial sustainability khususnya pada pemerintah daerah.
Penelitian terkait financial sustainability pemerintah daerah umumnya
dilakukan di Negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Penelitian yang
mengyji kondisi atau kesehatan keuangan sudah banyak dilakukan, namun yang
secara khusus membahas financial sustainability masih sangat terbatas
(Rodriguez Bolivar, 2017). Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis
tertarkk untuk meneliti financial sustainability pada pemerintah daerah di
Indonesia .

Di Indonesia, penelitiatn mengenai financial sustainability telah
dilakukan oleh beberapa peneliti Wardhani & Payamta (2020) melakukan
penelitian dengan menguji faktor determman financial sustainability pada
sektor pemerintah daerah kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Penelitian yang

dilakukan oleh Aryasi et al (2022) menguji pengaruh faktor kemandirian,



efisiensi, dan kinerja keuangan terhadap financial sustainability pada
pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Lhutfi &
Sugiharti (2022) melakukan penelitian dengan judul “Financial Sustainability
of Local Governments in Indonesia” yang diyji pada seluruh pemerintah
provinsi di Indonesia. Dari beberapa literatur yang didapatkan tersebut, belum
ditemukan yang meneliti financial sustainability dengan menggunakan
populasi seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Menurut Barbera et al (2017) pengelolaan keuangan setiap daerah
berbeda-beda karena aturan administrasi dari pemerintah pusat, sifat atau
karakteristk daerah, dan besar atau kecilnya suatu pemerintah daerah.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau yang tentunya
memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya. Oleh karena itu,
penting untuk melakukan penelitian tentang financial sustainability dengan
populasi seluruh kabupaten/kota di seluruh indonesia yang tersebar di seluruh
pulau dengan karakteristik daerah dan tingkat pengelolaan pemerintahan yang
berbeda-beda pada setiap daerah.

Penelitian i mengacu pada penelitian Cuadrado-Ballesteros &
Bisogno (2022) yang menguji apakah budget transparency memiliki pengaruh
pada financial sustainability pada pemerintah di 110 negara dalam kurun waktu
2006-2019. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, budget transparency
berpengaruh positif terhadap financial sustainability yang diukur menggunakan

indikator keseimbangan fiskal, utang, pendapatan, dan pertumbuhan. Budget
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transparency dikur menggunakan Open Budget Index (OBI) pada 92
pertanyaan yang menilai kelengkapan dan ketepatan waktu informasi anggaran
pada 8 dokumen anggaran yang harus disediakan pemermntah. Hasil tersebut
menunjukan bahwa transparansi anggaran bisa menjadi strategi untuk
menginformasikan sumber daya yang digunakan yang disediakan oleh
masyarakat melalui pembayaran pajak, retribusi, uran sosial, dan lain-lam. Hal
tersebut melegitimasikan pemerintah agar meningkatkan kondisi tekanan fiskal
bahwa sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan
transparan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Cuadrado-Ballesteros & Bisogno (2022). Perbedaan Pertama,
penelitian i menambahkan variabel fiscal autonomy untuk menguji
pengaruhnya terhadap financial sustainability. Kedua, financial sustainability
pada penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan Rodriguez Bolivar
et al (2016) yaitu menggunakan laporan operasional disesuaikan dengan
menghilangkan pos luar biasa. Laporan operasional dapat menginformasikan
penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan
publik. Karena pendekatan berbasis akrual pada laporan operasional
memperhitungkan pengeluaran yang ada secara aktual, proyeksi pengeluaran
atau biaya pada masa depan, dan pemanfaatan mvestasi modal, pendekatan ini
secara efektif menunjukkan kemampuan daerah untuk mempertahankan

keberlanjutan keuangan di masa depan (Rodriguez Bolivar et al., 2016). Sesuai
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk
menyajikan laporan operasional berbasis akrual. Sesuai peraturan tersebut,
laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, indikator yang
digunakan Rodriguez Bolivar et al (2016) cocok digunakan pada konteks
Indonesia.

Ketiga, variabel budget transparency pada penelitian ini diukur dengan
12 indikator yang tertera dalam Inpres RI Nomor 7 Tahun 2015. Budget
transparency di Indonesia diwajibkan dengan amanat dalam Inpres RI Nomor
7 Tahun 2015 yang mengharuskan pemerintah daerah mempublikasikan 12
dokumen transparansi anggaran pada website pemerintah daerah. Oleh karena
itu, pada konteks Indonesia, pengukuran untuk budget transparency lebih
cocok menggunakan 12 dokumen transparansi anggaran sesuai Inpres RI
Nomor 7 Tahun 2015 dibandingkan 8 dokumen yang diukur pada open budget
index. Keempat, tempat dan waktu penelitian, yang mana penelitian i
dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia dengan periode waktu penelitian
tahun 2020-2022.

Dari penjelasan yang telah dwraikan sebelumnya, penting untuk
melakukan penelitian mengenai pengaruh Budget Transparency dan Fiscal

Autonomy  terhadap  Financial  Sustainability =~ Pemerintah  Daerah
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Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas
literatur terkait penelitian financial sustainability pada pemerintah daerah yang
masih relatif sedikit diteliti. Selain itu, penelitian mi dapat menjadi bahan
pertimbangan pemerintah daerah untuk menetapkan strategi dan kebijakan
pengelolaan  keuangan dalam  memberikan  pelayanan  publk  yang
berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dielaskan, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budget Transparency dan
Fiscal Autonomy terhadap Financial Sustainability Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2020-2022)”.

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas , tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis pengaruh budget transparency terhadap financial
sustainability pemermntah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh fiscal autonomy terhadap financial
sustainability pemerintah daerah.
C. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai financial sustainability
pemerintah daerah. Selain itu, penelitian i dapat menjadi acuan atau
referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian sektor publik.

2. Manfaat Praktis
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Penelitian i diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah daerah
dalam merumuskan kebjjakan dan pengambilan keputusan terkait financial

sustainability.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh budget transparency terhadap financial sustainability
pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh fiscal autonomy terhadap financial sustainability

pemerintah daerah ?
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